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MATRIKS PERSANDINGAN KLASTER PERPAJAKAN: 

UU KUP & UU CIPTA KERJA  
 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
1 Pasal 8 

 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur 
Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 
 

(1a)  Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, 
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling 
lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. 

 
(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak 
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah 
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian 
Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

 
 
 
(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak 
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah 
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
 
 
 
 
 

Pasal 8 
 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur 
Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

 
(1a)   Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, 
pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling 
lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. 

 
(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak 
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang 
dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat 
Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.  

 
(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak 
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang 
dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

 
(2b)   Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) 
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No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
 
 
(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi 

belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya 
ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran 
perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 
penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut 
dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah 
pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 
jumlah pajak yang kurang dibayar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan 

pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan 
kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan 
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang 
sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: 
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 

besar atau lebih kecil; 
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih 

kecil atau lebih besar; 
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau 
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil 

            dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. 
 
(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta 

dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan sanksi. 

 
(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti 

permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat 
mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai 
ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut: 
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar 

              sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat 
(1) huruf c dan huruf d sepanjang mulainya Penyidikan 
belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui 
penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

 
(3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

 
(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan 

pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan 
kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan 
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: 
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 

besar atau lebih kecil; 
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih 

kecil atau lebih besar; 
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau 
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil 
dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

 
(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
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No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi 
oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud 
disampaikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan 

Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak 
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa 
Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang 
berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan 
tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah 
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
belum melakukan tindakan pemeriksaan. 
 
 

dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri 
disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung 
sejak:  
a. batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, 
untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan Tahunan; atau 

b. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan 
tanggal pembayaran, untuk pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa 

dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
(5a)   Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan 
suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan 
dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya 
penghitungan sanksi. 

 
(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan 

Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak 
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, 
atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya 
atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan 
rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah 
dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan 
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 
pemeriksaan. 
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2 Pasal 9 
 
(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu 

Pasal 9  
 

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk 

 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling 
lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak. 

 
(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus 
dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan disampaikan. 

 
(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
 
 

(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh 
tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang 

suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, 
paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya 
pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 

 
(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus 
dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan disampaikan. 

 
(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 
pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari 
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

 
(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh 
tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung 
mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

 
(2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat 
(2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% 
(lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan sanksi. 

 
(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, 
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang 
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No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 

 
(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah 

tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) 
bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 
(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua 
belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 

 
(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah 

tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 
(dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 

3 Pasal 11 
 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, 
atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa 
apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang pajak tersebut. 

 
(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan 
Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak 
dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai 
utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

 
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 

Pasal 11 
 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, 
atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa 
apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang pajak tersebut. 

 
(1b) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan 
Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib 
Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak 
mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

 
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diterima sehubungan dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 
17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak 
diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 

 
(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat 
dilakukan pengembalian kelebihan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diterima sehubungan dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 
17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak 
diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 
 

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah 
memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak 
batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat 
dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
(3a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang 
berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan 
bunga. 

 
(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
4 Pasal 13        

       
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya 

pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 

lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; 

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak 
seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); 

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat 
diketahui besarnya pajak yang terutang; atau 

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (4a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak 
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 

Pasal 13              
 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya 
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai 
berikut: 
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; 

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan 
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 
0% (nol persen); 

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat 
diketahui besarnya pajak yang terutang; 

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (4a); atau 

f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau 
ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan 
telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah 
mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 
 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 

 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan 
huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar: 
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang 

tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 

atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak 
atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi 
tidak atau kurang disetor; atau 

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
yang tidak atau kurang dibayar. 

 
 
 
 
 
 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan 
dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
(2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo 
pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan 
dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
(2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% 
(lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku 
pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. 

 
(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan 
huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar: 
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang 

tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang 

tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, 
tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut 
tetapi tidak atau kurang disetor; atau 

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang tidak atau kurang dibayar. 

 
(3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa 

bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, 

 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 

 
 
(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib 

Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat 
ketetapan pajak. 

 
 
 
(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh 
delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut 
dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap 

 
(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang 
tertinggi nilai besaran sanksinya. 

 
(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh 

Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat 
ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud. 

 
(5) Dihapus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 

5 Pasal 13A     
          
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan 
tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak 
tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% 

Pasal 13A 
 

dihapus 

 
 
Perubahan 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang 
ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 
  

6 Pasal 14              
 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan 
Pajak apabila: 
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang bayar; 
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran 

pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 

dan/atau bunga; 
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau 
membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara 
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya, selain: 
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau 

2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 
huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam 
hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena 
Pajak pedagang eceran; 

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak 
sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau 

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah 
diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

 
 
 
 

Pasal 14              
 
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan 

Pajak apabila: 
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang bayar; 
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran 

pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 

dan/atau bunga; 
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau 
terlambat membuat faktur pajak; 

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara 
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 
dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 
1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli 
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta 
nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam 
hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak 
pedagang eceran;  

 
 

 
f. dihapus; 

 
g. dihapus; atau 

 
 
 
 

h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak 
diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: 
1. diterbitkan keputusan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
Perubahan 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
 
 
 
 

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat 
ketetapan pajak. 
 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 
b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 

 
 
 

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau 
huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang 
terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 
2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 

 
(5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak 
yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. diterima putusan; atau 
3. ditemukan data atau informasi 
yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang 
seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak. 

 
(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat 
ketetapan pajak. 
 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 
Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan 
Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
 

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e 
masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu 
persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 
 

(5) Dihapus 
 
 
 
 
 
 
 
(5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) 
dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan sanksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun 
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. 
 

(5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5b): 
a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa 
penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 
Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar bertambah; 

b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat 
diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib 
Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan 

c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat 
diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh 
hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk 
umum. 

 
(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

Penambahan 
 
 
 
Penambahan 

7 Pasal 15 
 
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila 
ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan. 

Pasal 15 
 
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila 
ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis 
dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan. 
 

(4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh 
delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) 
tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
 

(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
  

 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis 
dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan. 
 

(4) Dihapus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 

8 Pasal 17B 
 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 
selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara 
lengkap. 

Pasal 17B 
 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan 
atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan 
diterima secara lengkap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
(1a)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan 
bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 
(satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 
 

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat 
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

 
 

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di 
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) 
tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan 
penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan 
tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan 
penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang 
perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada 
Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 
(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 

 
(1a)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan 
bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 
(satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. 
 

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat 
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar. 
 

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di 
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): 
a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan;  
b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan 

dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; 
atau    

c. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak 
pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap 

dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak 
pidana di bidang perpajakan: 
a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak 

dengan kemauan sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (3); atau    

b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan 
dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan 
karena dilakukan penghentian penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44B. 
 

(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

  
(7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua 
belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan 
imbalan bunga. 

      

 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
Penambahan 
 

9 Pasal 19 
 
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau 
kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang 
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 
pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, 
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
 

Pasal 19 

 
(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau 
kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga 
sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal 
jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau 
tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
 
(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
 
 
(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan 
sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak 
tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai 
dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran 
tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi 
administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak 
yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

 
(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda 

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata 
penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran 
pajak tersebut, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif 
bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai 
dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran 
tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

 
(4) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 
12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya 
penghitungan sanksi. 

 

 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 

10 Pasal 27A 
 
(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau 

permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

Pasal 27A 
 

Dihapus seluruhnya 

 
 
Perubahan 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak 
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali; atau 

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Nihil dan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal 
penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 

 
(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak 
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak; 

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan 
surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak; atau 

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal 
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan 
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak. 
 



 

No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 
dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh 
permohonan Wajib Pajak. 
 

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

11 Pasal 27B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 27B 
 
(1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan 

keberatan, permohonan banding, atau permohonan 
peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak. 

 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling 
banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib 
Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat 
Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah 
diterbitkan: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

 
(3) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal 

permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau 
pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga 
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 

 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
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(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) diberikan: 
a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan 
dibagi 12 (dua belas); dan 

b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

 
(5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga 
adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan imbalan bunga. 

 
(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat 
Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya 
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali.  

 
(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dihitung:  
a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan 
atau pembatalan surat ketetapan pajak;   

b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan 
tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, 
surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat 
ketetapan pajak; atau  

c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai 
dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan 
Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak. 

 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

Penambahan 

12 Pasal 38 
 
Setiap orang yang karena kealpaannya: 
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar; 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang 
pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda 
paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling 
singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 38 
 
Setiap orang yang karena kealpaannya: 
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya 
tidak benar; 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan 
paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 

 
 
Perubahan 

13 Pasal 44B 
 
(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan 

Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
permintaan. 

 
(2)     Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 
setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau 
kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 
4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, 
atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 

Pasal 44B 
 
(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan 

Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
permintaan. 

 
(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 
setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau 
kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan 
dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 
sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 

 
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
Penambahan 
 
 
 



 

 
*) Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan Klaster Perpajakan dari UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman.
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No UU Pajak Penghasilan UU Cipta Kerja Keterangan 
1 Pasal 2 

 
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a.   1.  orang pribadi; dan 
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 
b. badan; dan 
c. bentuk usaha tetap. 

 
(1a)   Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 
 
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri 

dan subjek pajak luar negeri. 
 
(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun 
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 
bertempat tinggal di Indonesia; 

 
 

 
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah 
yang memenuhi kriteria: 
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Pasal 2 
 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 
a.   1. orang pribadi; dan 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak; 

b. badan; dan 
c. bentuk usaha tetap. 

 
(1a)   Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 
 
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri 

dan subjek pajak luar negeri. 
 
(3) Subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara 
Indonesia maupun warga negara asing, yang: 
1. bertempat tinggal di Indonesia; 
2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan; atau 

3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah 
yang memenuhi kriteria: 
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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No UU Pajak Penghasilan UU Cipta Kerja Keterangan 
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara; dan 
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 
 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 
fungsional negara; dan 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak. 

 
(4) Subjek pajak luar negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; 
b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan; 

c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi 
persyaratan: 
1. tempat tinggal; 
2. pusat kegiatan utama; 
3. tempat menjalankan kebiasaan; 
4. status subjek pajak; dan/atau 
5. persyaratan tertentu lainnya 

        yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan 

d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima 
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 

 
(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen; 
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bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen; 
b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau 

kehutanan; 
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 

orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam 
puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko 
di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 
transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 
melalui internet. 

 
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak menurut keadaan 
yang sebenarnya. 

b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau 

kehutanan; 
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 

orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam 
puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko 
di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis 
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh 
penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 
kegiatan usaha melalui internet. 

 
 
 
 
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak menurut keadaan 
yang sebenarnya. 
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2 Pasal 4 

 
(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
termasuk: 
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan 

atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, 
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan; 

c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan 

harta termasuk: 
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada 

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai 
pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada 
pemegang saham, sekutu, atau anggota yang 
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya; 

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan 
usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun; 

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 
bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan 
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 

Pasal 4 
 

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
termasuk: 
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan 

atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, 
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan; 

c. laba usaha; 
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan 

harta termasuk: 
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada 

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai 
pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada 
pemegang saham, sekutu, atau anggota yang 
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya; 

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, 
pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun; 

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 
bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan 
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 
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lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan 
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan 
sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut 
serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 
perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 
pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 
jaminan pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta; 
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. premi asuransi; 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 
yang belum dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan 
sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda 
turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 
dalam perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 
pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 
jaminan pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis; 
 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta; 
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai 

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
n. premi asuransi; 
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 
yang belum dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 
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(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan 

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan 
bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggota koperasi orang pribadi; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 

 
(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak 
dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, 
dengan ketentuan: 
a. memiliki keahlian tertentu; dan 
b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung 

sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. 
 

(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga 
negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 
kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk 
apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. 

 
(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak 

berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara 
pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau 
yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 
tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari 
luar Indonesia. 

 
(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu 

serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga 
negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan. 
 

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan 

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan 
bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggota koperasi orang pribadi; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 
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c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, 

transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan 
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan 
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 
perusahaan modal ventura; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa 
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha 
real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 
dan 

e. penghasilan tertentu lainnya, 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

a.   1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang    
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil 
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak 
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah; dan 

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan 
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan; 

b. warisan; 
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, 
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan 
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan 
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 
perusahaan modal ventura; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa 
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha 
real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 
dan 

e. penghasilan tertentu lainnya, 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

a.   1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang    
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil 
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak 
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah; dan 

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan 
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan; 

b. warisan; 
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
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sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau 
Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan 
khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang 
pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
bea siswa; 

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 
dengan syarat: 
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan 

badan usaha milik daerah yang menerima dividen, 
kepemilikan saham pada badan yang memberikan 
dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 
dari jumlah modal yang disetor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau 
Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan 
khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, 
sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, 
dan pembayaran asuransi beasiswa; 
 

f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak: 
a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen 

tersebut diinvestasikan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka 
waktu tertentu; dan/atau 

b) badan dalam negeri; 
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan 

setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar 
negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau 
digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 
jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan 
berikut: 
a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang 

diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 
30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; 
atau 
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b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar 
negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di 
bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat 
ketetapan pajak atas dividen tersebut 
sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) 
Undang-Undang ini; 

3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 merupakan: 
a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha 

di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di 
bursa efek; atau 

b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha 
di luar negeri yang sahamnya tidak 
diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan 
proporsi kepemilikan saham; 

4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 
3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu 
bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% 
(tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak 
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku 
ketentuan: 
a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang 

diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari 
pengenaan Pajak Penghasilan; 

b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba 
setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau 
penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dikenai 
Pajak Penghasilan; dan 

c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan 
dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang 
diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud 
pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No UU Pajak Penghasilan UU Cipta Kerja Keterangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 
3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu 
bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam angka 2, diinvestasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih 
dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah 
pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a), 
berlaku ketentuan: 
a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang 

diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari 
pengenaan Pajak Penghasilan; dan 

b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan 
dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang 
diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan; 

6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di 
luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di 
bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan 
pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan 
penerapan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, 
dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan 
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 
2; 

7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam 
negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam 
hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka 
waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: 
a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar 

negeri; dan 
b) bukan penghasilan dari perusahaan yang 

dimiliki di luar negeri; 
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g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang 
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 
pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam 

8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau 
terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 dan angka 7 berlaku 
ketentuan: 
a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak 

Penghasilan yang terutang;  
b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau 

pengurang penghasilan; dan/atau  
c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak; 
9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan 

penghasilan dalam jangka waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, 
berlaku ketentuan: 
a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan 

penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan 
b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau 

terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut 
merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 Undang-Undang ini; 

10. ketentuan lebih lanjut mengenai: 
a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu 

untuk investasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 1, angka 2, dan angka 7; 

b) tata cara pengecualian pengenaan pajak 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 
1, angka 2, dan angka 7; dan 

c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan 
sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 
5, 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang 
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 
pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam 
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bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak 
investasi kolektif; 

j. dihapus; 
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 

modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan 
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau 
kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan 
usaha tersebut: 
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau 

yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan 

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di 
Indonesia; 

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan; 

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau 
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan 
dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah 
terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana 
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan; dan 

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan; 

i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau 
diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk 
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

j. dihapus; 
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 

modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan 
usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau 
kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan 
usaha tersebut: 
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau 

yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor 
usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan 

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di 
Indonesia; 

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan; 

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau 
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan 
dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang 
telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana 
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, 
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;  

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
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o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari 
pengembangan keuangan haji dalam bidang atau 
instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH), yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan  

p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga 
sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang 
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk 
sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka 
waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya 
sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi 
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Penambahan 
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3 Pasal 26 
 

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk 
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain 
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan: 
a. dividen; 
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 

sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; 
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta; 
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan 

kegiatan; 
e. hadiah dan penghargaan; 
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 
h. keuntungan karena pembebasan utang. 

Pasal 26 
 

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk 
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 
badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain 
bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan: 
a. dividen; 
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 

sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; 
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta; 
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan 

kegiatan; 
e. hadiah dan penghargaan; 
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 
h. keuntungan karena pembebasan utang. 
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(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat 
dari penghasilan tersebut (beneficial owner). 
 

 
 
 
 
 

 
(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di 

Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk 
usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan 
kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% 
(dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. 

 
(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong 
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan 
penghasilan neto. 

 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu 

bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% 
(dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan 
kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
 

 
(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat 
dari penghasilan tersebut (beneficial owner). 
 

(1b)   Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh 
pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, 
diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
(2)  Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di 

Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk 
usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan 
kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% 
(dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. 

 
(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong 
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan 
penghasilan neto. 

 
(3)    Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu 

bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% 
(dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan 
kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali: 
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan 
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang 
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha tetap. 

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali: 
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan 
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang 
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha tetap. 
 

 
 
 
 

 

 
*) Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan Klaster Perpajakan dari UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman.



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Matriks Persandingan 

Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja: 

 

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

BARANG DAN JASA 

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
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MATRIKS PERSANDINGAN KLASTER PERPAJAKAN:  

UU PPN & UU CIPTA KERJA 
 

No UU PPN UU Cipta Kerja Keterangan 
1 Pasal 1A 

 
(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena 

Pajak adalah: 
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu 

perjanjian; 
b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian 

sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); 
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara 

atau melalui juru lelang; 
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas 

Barang Kena Pajak; 
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang 

menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang 
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; 

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar 
cabang; 

g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan 
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan 
berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap 
langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang 
membutuhkan Barang Kena Pajak. 

 
(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena 

Pajak adalah: 
a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar 

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Dagang; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-
piutang; 

c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak 
melakukan pemusatan tempat pajak terutang; 

d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 

Pasal 1A 
 
(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak 

adalah: 
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu 

perjanjian;  
b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa 

beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);  
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara 

atau melalui juru lelang; 
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas 

Barang Kena Pajak;  
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang 

menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang 
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;  

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak 
antarcabang;  

g. dihapus; dan 
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan 
berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap 
langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang 
membutuhkan Barang Kena Pajak. 

  
(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena 

Pajak adalah:  
a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar 

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang;  

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-
piutang;  

c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 
pemusatan tempat pajak terutang;  

d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan 
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No UU PPN UU Cipta Kerja Keterangan 
pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang 
melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan 
adalah Pengusaha Kena Pajak; dan 

 
e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan 

semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa 
pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak 
Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan 
huruf c. 

 

usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan 
setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang 
melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan 
adalah Pengusaha Kena Pajak; dan 

e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa 
pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan 
atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.  

 

2 Pasal 4A 
 
(1) Dihapus   

 
(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah 

barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:  
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang 

diambil langsung dari sumbernya; 
 

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat banyak;   

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, 
rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan 
dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun 
tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan 
oleh usaha jasa boga atau katering; dan 

d. uang, emas batangan, dan surat berharga  
   

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah 
jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:   
a. jasa pelayanan kesehatan medik; 
b. jasa pelayanan sosial; 
c. jasa pengiriman surat dengan perangko; 
d. jasa keuangan; 
e. jasa asuransi; 
f. jasa keagamaan; 
g. jasa pendidikan; 
h. jasa kesenian dan hiburan; 
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; 

Pasal 4A 
 
(1) Dihapus.  

 
(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah 

barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:  
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang 

diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil 
pertambangan batu bara;  

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat banyak;  

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, 
rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan 
dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, 
termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh 
usaha jasa boga atau katering; dan  

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.  
 

(3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa 
tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:  
a. jasa pelayanan kesehatan medis;  
b. jasa pelayanan sosial;  
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;  
d. jasa keuangan;  
e. jasa asuransi;  
f. jasa keagamaan;  
g. jasa pendidikan;  
h. jasa kesenian dan hiburan;  
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;  
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No UU PPN UU Cipta Kerja Keterangan 
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan 

udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; 

k. jasa tenaga kerja; 
l. jasa perhotelan; 
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka 

menjalankan pemerintahan secara umum; 
n. jasa penyediaan tempat parkir; 
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; 
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan 
q. jasa boga atau katering.    

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan 
udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;  

k. jasa tenaga kerja; 
l. jasa perhotelan;  
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka 

menjalankan pemerintahan secara umum;  
n. jasa penyediaan tempat parkir;  
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;  
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan  
q. jasa boga atau katering. 

3 Pasal 9 
 
(1)  Dihapus.  
 
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan 

Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. 
  
(2a)   Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga 

belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak 
Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat 
dikreditkan. 

 
 
 
 
 
 
(2b)   Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur 

Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).  

 
(3)  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar 

daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak 
Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena 
Pajak.  

 
(4)  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya 

Pasal 9 
 
(1)  Dihapus.  
 
(2)  Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan 

Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.  
 
(2a)    Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor 
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas 
perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor 
Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan 
sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan 
Undang-Undang ini.  

 
(2b)   Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur 

Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).  

 
(3)  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar 

daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak 
Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena 
Pajak.  

 
(4)  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya 
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merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa 
Pajak berikutnya. 

 
(4a)  Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir 
tahun buku.  

 
(4b)    Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:  
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena 

Pajak Berwujud;  
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;  

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;  

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud; 

e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena 
Pajak; dan/atau  

f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). 
 

(4c)      Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai 
dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha 
Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
dan Perubahannya.  

 
(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah 

yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan.  

 

merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa 
Pajak berikutnya. 

 
(4a)  Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun 
buku.  

 
(4b)     Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan 
permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:  
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena 

Pajak Berwujud;  
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;  

c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak 
Pertambahan Nilainya tidak dipungut;  

d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud; 

e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena 
Pajak; dan/atau  

f. Dihapus.  
 

 
(4c)     Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai 
dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha 
Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
dan perubahannya.  

 
(4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan.  
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(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan 

terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah 
melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.  

 
(4f)  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan dan Perubahannya.  

 
(5)  Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian 
penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti 
dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak.  

 
(6)  Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak 
Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat 
diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung 
dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan.  

 
(6a)   Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar 
kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena 
Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak 
Pengkreditan Pajak Masukan dimulai. 

 
 
 

(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan 
menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.  

 
(4f)  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan dan perubahannya.  

 
(5)  Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian 
penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti 
dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan 
penyerahan yang terutang pajak.  

 
(6)  Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain 

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan 
penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan 
untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui 
dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan 
menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan.  

 
(6a)    Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa 

Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan 
yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 
tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.  
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(6b)    Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata 

cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6b)     Dihapus.  
 
 
 
 
(6c)      Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor 

usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.  
 
(6d)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga 

bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran 
(pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena 
Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara 
jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak 
pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.  

 
(6e)  Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6a):  
a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena 

Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak: 
1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau  
2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan 

Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak;  
dan/atau  

b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan 
tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah 
jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran 
(pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha 
Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 
kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.  
 

(6f)       Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:  
a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka 

waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);  
b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka 

waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6c); atau  
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(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) 
tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung 
dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan 
Pajak Masukan.  

 
(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu 
dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan 
pengkreditan Pajak Masukan. 

 
(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
(8)  Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:  
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum 

Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 

tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan 
usaha;  

c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran 
(pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).  
 

(6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang 
seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.  

 
(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak 
melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dapat dihitung dengan 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan.  

 
(7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung 
dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan 
Pajak Masukan. 

 
(7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
(8)  Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:  
a. dihapus;  

 
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;  
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c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa 

sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang 
dagangan atau disewakan;  

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 
sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak:  

e. dihapus:  
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 

Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak 
mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena 
Pajak; 

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang 
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);  

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 
Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan 
pajak; 

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 
Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang 
ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan 

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa 
Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). 
 

(9)  Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum 
dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, 
dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 
(tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan 
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum 
dilakukan pemeriksaan.  

 
 
 
 
 

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa 
sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang 
dagangan atau disewakan;  

d. dihapus:  
 
 

 
e. dihapus:  
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang 

Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak 
mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
 

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang 
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);  

h. dihapus;  
 
 

i. dihapus; dan  
 
 
 

j. dihapus.  
 
 
 
(9)  Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat 
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) 
Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak 
dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum 
ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan 
pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.  

 
(9a)    Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang 
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(10)     Dihapus.  
 
(11)     Dihapus.  
 
(12)     Dihapus.  
 
(13)     Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian 

kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.  

 
 

Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum 
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat 
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan 
pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan 
puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.  

 
(9b)    Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang 
tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada 
waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha 
Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai 
dengan Undang-Undang ini.  

 
(9c)     Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang 
Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang 
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan 
oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak 
Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak 
dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan 
pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi 
ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.  

 
(10)     Dihapus.  
 
(11)     Dihapus.  
 
(12)     Dihapus.  
 
(13)    Ketentuan lebih lanjut mengenai:  

a. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena 
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2a);  
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(14) Dalam hal terjadi penggalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak 
yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya 
diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan 
tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. 

 

b. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak 
Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), 
dan ayat (4c);  

c. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6c);  

d. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan 

e. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c) 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
 
(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak 
yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya 
diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan 
tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.  

Perubahan 
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Penambahan 
 
Perubahan 

4 Pasal 13 
 
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk 

setiap: 
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 
16D;  

b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c; 

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau 

d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf h.  
  

(1a)  Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat 
pada:  
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan 

Jasa Kena Pajak;  

Pasal 13 
 
1)         Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:  

a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 
16D;  

b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c;  

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau  

d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf h.  
 
 

(1a)  Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat 
pada:  
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan 

Jasa Kena Pajak;  
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b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 

pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena 
Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;  

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan; atau  

d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.  
 

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak 
meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli 
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama 
selama 1 (satu) bulan kalender.  

 
(2a)     Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat 

paling lama pada akhir bulan penyerahan.  
 
(3)  Dihapus.  
 
(4)  Dihapus.  
 
(5)  Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang paling sedikit memuat:  
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang 

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;  
b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli 

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, 
dan potongan harga;  

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;  
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;  

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan 
pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;  

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan; atau  

d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.  
 

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak 
meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli 
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama 
selama 1 (satu) bulan kalender.  

 
(2a)    Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat 

paling lama pada akhir bulan penyerahan.  
 
(3)  Dihapus.  
 
(4)  Dihapus.  
 
(5)  Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang paling sedikit memuat:  
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang 

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;  
b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

yang meliputi:  
1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor 

induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek 
pajak luar negeri orang pribadi; atau  

2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak 
atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak 
luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang 
mengenai Pajak Penghasilan;  

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, 
dan potongan harga;  

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;  
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;  
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f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan  
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani 

Faktur Pajak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)  Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu 

yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.  
 
(7) Dihapus.  
 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur 

Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
(9)       Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

        
       

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan  
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur 

Pajak.  
 

(5a)    Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur 
Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas 
pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir 
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
(6)  Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu 

yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.  
 
(7) Dihapus.  
 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur 

Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 
(9)  Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. 
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*) Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan Klaster Perpajakan dari UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


